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Pada dasarnya pemenuhan Hak Asasi Manusia merupakan kewajiban 

Negara terhadap warganya. Negara sendiri dapat dimaknai sebagai 

subjek hukum yang memiliki peran dan tanggung jawab atas akibat 

dari adanya pelanggaran HAM. Hal tersebut termasuk dalam rangka 

menjaga keselamatan dan keamanan setiap warganya. Maka perlu 

ketegasan Negara dalam memberantas tindakan yang merugikan dan 

mengancam keselamatan hak-hak dasar warga negara. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaturan tentang kejahatan 

perdagangan manusia (human trafficking) dalam instrumen 

internasional dan perlindungan hukum terhadap korban trafficking, 

baik dalam hukum internasional maupun hukum nasional Indonesia. 

Data sekunder, yakni data-data yang diperoleh dari bahan bacaan dan 

pustaka merupakan jenis bahan data yang digunakan dalam penelitian 

ini. Penelitian ini juga termasuk tipe penelitian normatif bersifat 

deskriptif. Hasil menunjukkan bahwa pengaturan tentang larangan 

perdagangan manusia menurut hukum internasional diatur dalam 

Protokol Palermo Tahun 2000, khususnya dalam Protokol II dan 

diimplementasi Indonesia dengan UU No. 21 Tahun 2007. 

Perdagangan manusia masih marak terjadi dan mengalami 

peningkatan, praktik ini merupakan pelanggaran terhadap HAM 

secara universal untuk hidup bebas dari semua bentuk perbudakan. 

Standar perlindungan dan pemenuhan hak korban sendiri juga diatur 

di dalam Protokol Palermo tersebut. Penelitian ini berkaitan dengan 

perbedaan antara teori dan kenyataan bahwa meskipun sudah banyak 

pengaturan tentang larangan perdagangan manusia, namun tetap saja 

masih banyak terjadi tindakan perdagangan manusia di dunia ini. 

Maka demikian, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi oleh 

civitas akademika terutama dalam bidang hukum maupun aparat 

penegak hukum. Selain itu, dapat juga dijadikan referensi untuk 

mengkaji bagaimana pertanggungjawaban hukum pelaku trafficking 

dalam perspektif hukum internasional. 

ABSTRACT  

Basically, the fulfillment of Human Rights is the obligation of the State 

towards its citizens. The state itself can be interpreted as a legal subject 

that has a role and responsibility for the consequences of human rights 

violations. This is included in the framework of maintaining the safety 

and security of every citizen. So, the state's firmness is needed in 
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eradicating actions that harm and threaten the safety of the basic rights 

of citizens. This study aims to determine the arrangements regarding 

the crime of human trafficking in international instruments and legal 

protection for trafficking victims, both in international law and 

Indonesian national law. Secondary data, namely data obtained from 

reading materials and libraries is the type of data material used in this 

study. This research also includes a type of descriptive normative 

research. The results show that arrangements regarding the prohibition 

of human trafficking according to international law are regulated in the 

2000 Palermo Protocol, specifically in Protocol II and implemented by 

Indonesia with Law no. 21 of 2007. Human trafficking is still rife and 

increasing, this practice is a universal violation of human rights to live 

free from all forms of slavery. The standards for protecting and 

fulfilling the rights of victims themselves are also regulated in the 

Palermo Protocol. This research is related to the difference between 

theory and the fact that even though there have been many regulations 

regarding the prohibition of human trafficking, there are still many acts 

of human trafficking in this world. Thus, this research can be used as a 

reference by the academic community, especially in the field of law and 

law enforcement officials. In addition, it can also be used as a reference 

to study how the legal responsibility of traffickers is in the perspective 

of international law.  

This is an open access article under the CC BY-SA license. 
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1. PENDAHULUAN  

 Tindak pidana perdagangan lmanusialatauldikenalldenganlistilah humanltrafficking 

lmerupakan lsuatu lpermasalahan lserius lyang lharus lsegera lditangani. lPeredagangan lmanusia 

ltidak lhanya lmenjadi lpermasalahan lregional, lmelainkan lpermasalahan ltransnasional lkarena 

lperbuatan ltersebut lbanyak lbertentangan ldengan lpenegakan lhak lasasi lmanusia. lUmumnya, 

lperdagangan lmanusia ldapat lberupa lpelanggaran lharkat ldan lmartabat lasasi lmanusia 

lmanusia lyang lberupa lperlakuan lkejam, ldan lbahkan lperlakuan lseperti lperbudakan. lPada 

lkondisi ltersebut lpelaku ldiposisikan lsebagai lorang lyang memanfaatkan ketidakberdayaan 

lkorban luntuk lkepentingan lpribadi. lSehingga lpelaku lmembuat lkeadaan lkorban lterjebak 

ldalam ljeratan ljaringan lyang lsangat lsulit luntuk ldiidentifikasi ldan lakan lberakibat lsulit ldalam 

lmenemukan lsolusinya. lPerdagangan lmanusialyang lmerupakan lperbuatan lberupa lperbudakan 

lditentang ldiseluruh ldunia, lsebab lsejatinya lkonsep lperdagangan lmanusia lmemiliki 

lkesamaann ldengan lkonsep lperbudakan lyang ltelah lterjadi lpada lmasa llampau, lhanya lsaja 

lperdagangan lmanusia lmengalami lpembaharuan ldalam lhal lcara ldan lsistem lkejahatan 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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ltersebut lberjalan. lPerdagangan lmanusia lselain lmelanggar lhak lasasi lmanusia, ljuga ldapat 

lmengganggu lkehidupan lberbangsa ldan lbernegara. lAtas ldasar litu lsetiap lorang lberhak luntuk 

lmendapat lperlindungan ldan ljaminan hukum, sehingga lperdagangan lmanusia lharus 

ldiberantas, lbukan lhanya ldari lsisi lhukumlpidanalsaja,ltetapi ljuga lHukum lHak lAsasi lManusia. 

lOleh lkarena litu, luntuk lmelindungi ldan lmenjamin lhak lasasi lmanusia, lperdagangan lmanusia 

ltidak lhanya lcukup ldiatur ldalam lhukum lpidana lsaja, ltetapi lsudah lselayaknya ldimasukan 

lsebagai lbagian ldari lHukum lHak lAsasi lManusia. 

Pada lkenyataannya lyang lmenjadi lkorban lperdagangan lmanusia ladalah lsebagian 

lwarga lnegara lIndonesia lyang lmemiliki lhak-hak ldan lkedudukan lyang lsama ldengan lwarga 

lnegara lpada lumumnya. lAkan ltetapi ldalam lkenyataannya lkorban lperdagangan lmanusia 

lsering lterabaikan ldan lmendapatkan lperlakuan ldiskriminasi ldalam lmengakses llayanan lyang 

lseharusnya lmudah luntuk ldijangkau lsehingga lmenimbulkan lrasa lketidakadilan lbagi lpihak 

lkorban. lPersoalan ltanggung ljawab lserta lkewenangan ldari lkelembagaan lyang lmewakili 

lnegara ltidak lsecara ltegas lditentukan ldalam lperaturan lperundang-undangan, lakibatnya 

ljumlah lkorban lsemakin lbertambah lseiring lperputaran lwaktu lsehingga ldiperlukan ltanggung 

ljawab lnegara, lselain litu lkendala ldalam loperasional lpenanganan lkorban lyang lterjadi ladalah 

lpersoalan langgaran, ldimana lpersoalan lini lmenjadi lsesuatu lhal lyang lpotensial. lPayung 

lhukum lyang lada lhanya lmengatur lsecara lglobal lpada ldinas linstansi lyang lditunjuk. lSituasi 

ldan lkondisi lini ltentunya lbertentangan ldengan lkonsep ltanggung ljawab lyang lsesungguhnya. 

lApabila lpermasalahan lmengenai lperdagangan lmanusia ltidak lsegera ldiselesaikan, lmaka 

lkejahatan ltersebut lberpotensi luntuk lmenimbulkan lancaman lterhadap lmasyarakat, lbangsa, 

lnegara ldan lsegenap lnorma-norma lyang ldilandasi loleh lpenegakan lhak lasasi lmanusia. 

Tindak lpidana lperdagangan lmanusia ltermasuk lkedalam lkejahatan lluar lbiasa. 

lSehingga luntuk lmenyelesaikan lpermasalahannya lmemerlukan lcara lyang ltidak lbiasa lserta 

ldapat lmenimbulkan lefek ljera lbagi lpelaku, lterlebih lyang lruang llingkup lkejahatannya 

ldilakukan ldi lluar lnegeri. lOleh lsebab litu, lkerangka lhukum linternasional ljuga lmengatur 

lmengenai ladanya lkejahatan lperdagangan lmanusia lini lsebagaimana ldiatur ldalam lketentuan 

lArticle l4 lUniversal lDeclaration lof lHumanlRightsldisebutkanlbahwal “no lshall lbe lheld lin lslavery lor 

lservitude: lslave ltrade lshall lbe lprohibited lin lall ltheir lforms”. lKetentuan ltersebut lmengatur 

lmengenai ladanya llarangan lperdagangan lmanusia lyang lsering lterjadi lterhadap ltenaga lkerja 

lasing lyang ldikirim ldari lsuatu lnegara lke lnegara llain lsecara lilegal. lPerdagangan lmanusia 

lsendiri ldapat ldidefinisikan lsebagai ltindakan lperekrutan, lpengangkutan, lpenampungan, 

lpengiriman lpemindahan, latau lpenerimaan lseseorang ldengan lancaman lkekerasan, 

lpenggunaan lkekerasan, lpenculikan, lpenyekapan, lpemalsuan, lpenipuan, lpenyalahgunaan 

lkekuasaan latau lposisi lrentan, lpenjeratan lutang, latau lmemberi lbayaran latau lmanfaat, 

lsehingga lmemperoleh lpersetujuan ldari lorang lyang lmemegang lkendali latas lorang llain 

ltersebut, lbaik lyang ldilakukan ldi ldalam lnegara lmaupun lantar lnegara, luntuk lmenjadi 

leksploitasi latau lmengakibatkan lorang ltereksploitasi. lSehingga lsalah lsatu ltujuan lutama 

lperdagangan lmanusia ladalah luntuk lmelakukan leksploitasi lterhadap lorang llain. lEksploitasi 

lpada lprakteknya lsetidak-tidaknya lmeliputi leksploitasi luntuk lmelacurkan lorang llain latau 

lbentuk-bentuk llain lseperti leksploitasi lseksual, lkerja lpaksa, lperbudakan latau lpraktek-praktek 

lyang lserupa ldengan lperbudakan lserta lpengambilan lorgan-organ ltubuh. L 
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Berkaitan ldengan lhal ltersebut, lpihak lyang lrentan luntuk lmenerima leksploitasi ldari 

lorang llain ladalah ltenaga lkerja lilegal. lTenaga lKerja lIlegal lrentan lmenjadi lkorban lkasus 

lpelanggaran lterrhadap lhak lasasi lmanusia. lPelanggaran lyang lditerima loleh lpara ltenaga lkerja 

lilegal ltersebut ldapat lberbentuk lpengurangan lgaji lsecara lsepihak, ltidak lmendapatkan lupah 

lselama lbekerja, lpelecehan, lperdagangan lmanusia, lhingga lpenganiayan lyang lberujung lkepada 

lkematian. lBanyaknya lkasus lpelanggaran lterhadap lhak-hak ldasar ltenaga lkerja lilegal 

lmerupakan lcerminan ldari lketidaktegasan lnegara ldalam lmenerapkan lprosedur lpendaftaran 

lcalon ltenaga lkerja. lSehingga lketidaktegasan ltersebut lmenimbulkan lberedarnya lbanyak lcalo 

lyang lmampu lmemfasilitasi lcalon lpekerja ltersebut lberangkat lke lnegara ltujuannya. 

lBerdasarkan lrealita ltersebut ldapat ldiketahui lbahwa lmaraknya ltenaga lkerja lilegal ljuga 

ldisebabkan loleh lkelalaian lnegara ldalam lhal lpengawasan. lSehingga lnegara lmemilik landil 

lyang lbesar luntuk lmemastikan lwarga lnegaranya lyang lmenjadi lpekerja lilegal lmendapatkan 

lkeamanan ldan lperlindungan. lMengingat lbahwa ltujuan lutama lpekerja ltersebut lbekerja 

ladalah ldalam lrangka lmemenuhi lkebutuhan lhidupnya ldan lkeluarganya. lApabila lmeninjau 

lsecara lutuh lalasan lyang lmelatar lbelakangi lterdapat lbanyak ltenaga lkerja lilegal ldiluar lnegeri 

ldisebabkan loleh lkurang ltersedianya llapangan lpekerjaan lyang ltersedia ldi lnegara lasalnya. 

lPada lakhirnya ltuntutan lekonomi lmenjadikan lwarga lnegara lsuatu lnegara ltersebut lmemilih 

luntuk lmenjadi ltenaga lkerja lilegal lsekalipun ltanpa ldukungan ldokumen ldan lpersyaratan 

lyang lmemadai. L 

Upaya lpenegakan lkeadilan lterhadap ladanya ltindak lpidana lperdagangan lmanusia 

lkhususnya lbagi ltenaga lkerja lilegal lyang lberpotensi lmenjadi lkorban ltindak lpidana 

lperdagangan lmanusia ldiperlukan ltinjauan lhukum linternasional lsebagai lbagian ldari 

lketentuan lhukum ldalam lkejahatan lperdagangan lmanusia. lHal lini ldikarenakan laparat 

lpenegak lhukum ljangan lhanya lmemandang lkasus lpercoban lperdagangan lmanusia lsebagai 

lkasus lpengiriman ltenaga lkerja lsecara lilegal. lPadahal lterdapat lpotensi lpelanggaran lhukum 

lyang llebih lberbahaya lbagi lpara lcalon ltenaga lkerja, lyaitu lpengeksploitasian lterhadap lhak 

ldan lkeselamatan lcalon ltenaga lkerja. lSehingga ltenaga lkerja lbisa ldiberikan lpemenuhan lhak- 

hak lcalon ltenaga lkerja lsebagai lupaya lperdagangan lmanusia lsebagai lbentuk ltanggungjawab 

lnegara lyang lmemiliki lperan ldan ltanggungjawab lyang lbesar ldalam lmenegakkan lhak-hak 

lasasi lmanusia lsetiap lwarga lnegaranya ltanpa lterkecuali. lMaka lsejatinya lhak lasasi lmanusia 

lbagi ltenaga lkerja lhanya ldapat lterlindugi ldengan lbaik lapabila ldiakomodir loleh llandasan 

lyuridis ldan lkepastian lhukum lyang lkuat.  

Berdasarkan luraian llatar lbelakang ldiatas lmaka ldapat ldirumuskan lrumusan lmasalah 

lyakni lBagaimana ltinjauan lhukum lterkait ladanya lpelanggaran lHak lAsasi lManusia lterhadap 

ladanya ltindak lpidana lperdagangan lmanusia ldalam lkonteks lhukum linternasional? ldan 

lBagaimana lperlindungan lhukum ltindak lpidana lperdagangan lmanusia lyang ldiberikan 

lterhadap lpelanggaran lHak lAsasi lManusia ldalam lkerangka lhukum linternasional? 

2. TINJAUAN PUSTAKA  

2.1 Gagola, l2018  

Para lpelaku lperdangan lmanusia lmenggunakan lkekerasan, lagen ltenaga lkerja 

lyang lbersifat lmenipu, ldan ljanji lpalsu ltentang lpendidikan ldan lkesempatan lkerja 

luntuk lmenipu, lmemaksa ldan lmenipu lkorbannya. 

2.2 Sari, lMurty, l& lSulistyo, l2021 
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Tindak kejahatan perdagangan manusia sering menjadikan wanita dan anak-anak 

sebagai objek perdagangan. Hal tersebut terjadi karena gender memiliki pengaruh yang 

besar terhadap permintaan. 

2.3 Lubis, lAmin, l& lSaipudin, l2020 

Korban diperlakukan seperti barang dagangan yang dibeli, dijual, dipindahkan dan 

dijual kembali serta hak-haknya di rampas, keadaan ini terjadi kepada masyarakat 

dengan tingkat ekonomi rendah kurangnya pemahaman agama atau moral serta 

tergantungan pada kelompok masyarakat ekonomi yang tinggi. Perdagangan orang 

berkembang sangat cepat dengan adanya kemajuan teknologi yang membantu 

komunikasi antara para pihak Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah 

penduduk tinggi di dunia sangat memungkinkan terjadinya tindak pidana orang lebih 

mudah dilakukan 

2.4 Takariawan, lAgus, l& lPutri, l2020 

Perdagangan manusia adalah modernisasi perbudakan manusia. Perlindungan 

hukum lebih lanjut adalah medis, psikologis, sosial, repatriasi dan integrasi korban, 

terutama bagi korban yang mengalami penderitaan fisik, psikologis dan sosial akibat 

kejahatan perdagangan manusia, harus dilaksanakan oleh negara. 

3. METODE PENELITIAN  

Penelitian lini lmerupakan lpenelitian ldengan lmenggunakan lmetode lstudi lliteratur. 

lAdapun lstudi lliteratur lmerupakan lcara luntuk lmenyelesaikan lpermasalahan ldengan 

lmenelusuri lberbagai lreferensi latau lsumber ldalam lbentuk lkepenulisan lyang lpernah ldibuat 

lsebelumnya, lseperti lbuku, ljurnal, lartikel, lmaupun lsumber-sumber lrelevan llainnya. lDalam 

lpembahasan lmasalah lterkait ladanya lpelanggaran lHAM ldalam lhuman ltrafficking ldari 

lperspektif lHukum lInternasional lini lteknik lstudi lliteratur ldigunakan lsebagai lmetode 

lpenelitiannya ldengan ltujuan lagar ldapat lmenjelaskan lteori-teori lyang lberkaitan ldengan 

lpermasalahan lyang ldiangkat ldalam lpaper lini. 

Data lyang ldigunakan ldalam lpembuatan lmakalah lini lberasal ldari lbeberapa lbuku, 

ljurnal, lartikel, ldan llaporan lpenelitian lyang lberhubungan lterkait ldengan lmasalah 

lpelanggaran lHAM ldalam lhuman ltrafficking ldari lperspektif lHukum lInternasional. Diawali 

ldengan lmengurutkan ldata lsumber lreferensi lberawal ldari lyang lpaling lberkaitan lhingga lyang 

lcukup lberkaitan. lAda lcara llain, lyakni ldengan lmengurutkan lwaktu ldata lsumber lreferensi 

ldiawali ldari lyang lpaling lbaru lhingga lyang lpaling llama. lMengkaji labstrak lsetiap ldata 

lpenelitian lyang ldijumpai ldan lmenyeleksi ldata lmana lyang lsesuai ldengan lpokok lpembahasan 

lpelanggaran lHAM ldalam lhuman ltrafficking ldari lperspektif lHukum lInternasional. 

lMencantumkan lsitasi, lsumber-sumber lreferensi, ldan ldaftar lpustaka lsecara lsistematis ldengan 

ltujuan luntuk lmenjaga lvaliditas ldata ldan lmenghindari lkejadian lplagiarisme. 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Keterkaitan lHAM lInternasional ldengan lKejahatan lHuman lTrafficking 

Fenomena perdagangan manusia atau human trafficking dapat dikatakan sebagai salah satu 

kejahatan transnasional. Dimana demi mendapatkan keuntungan, hal yang dilakukan pelaku 

kejahatan ini untuk mendapatkan keuntungan tersebut adalah dengan memperdagangkan dan 

mengeksploitasi orang. Siapapun orang di belahan dunia ini, baik dari segala kalangan usia, latar 

belakang ataupun jenis kelamin bisa menjadi korban atas kejahatan ini. Untuk melancarkan aksinya 
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dalam mendapat keuntungan pribadi banyak hal yang dapat dilakukan oleh pelaku, seperti adanya 

agen kerja yang sifatnya menipu korban, adanya unsur kekerasan terhadap korban, menipu dan 

memaksa korban, serta adanya janji-janji palsu dalam menyakinkan korban terkait pendidikan 

maupun kesempatan kerja. Kejahatan ini dapat terdiri hanya seorang individu atau jaringan 

terorganisir. Target atau sasaran pelaku adalah orang-orang yang putus asa, rentan atau hanya 

orang-orang yang ingin mencari kehidupan yang lebih baik. Fenomena perdagangan manusia 

(human trafficking) ini juga dapat dianggap sebagai ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan 

negara, termasuk pelanggaran norma-norma dan hak asasi manusia.  

Terdapat sebuah kerangka hukum internasional yang digunakan sebagai upaya dalam 

mencegah dan menghapuskan kejahatan trafficking, dimana kerangka hukum ini di dalamnya 

menetapkan standar penanganan serta pemenuhan hak-hak korbannya. Kerangka hukum yang 

dimaksud adalah United Nations Trafficking Protocol atau dikenal dengan sebutan Protokol Palermo. 

Sejarah singkat terkait terbentuknya protokol tersebut adalah terkait dengan Resolusi Majelis Umum 

Perserikatan Bangsa-Bangsa 53/144 yang terjadi pada tanggal 9 Desember 1998. Dimana pada saat 

itu majelis memutuskan untuk membentuk suatu komite ad hoc antar pemerintah tanpa batasan. 

Tujuannya adalah guna menafsirkan suatu konvensi internasional yang menyeluruh untuk 

menentang adanya kejahatan transnasional yang terorganisir dan guna membahas penafsiran dari 

salah satunya, yakni suatu instrumen internasional yang menangani perdagangan terhadap anak 

dan perempuan. 

Pada akhirnya oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa di rumuskanlah United Nations Protocol to 

Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children. Protokol Palermo 

diberlakukan sejak tanggal 25 Desember 2003, dimana Protokol tersebut dirancang guna 

meningkatkan dan memperkuat kerjasama internasional dalam rangka membendung dan 

memerangi kejahatan perdagangan manusia. Tujuan lain dari terciptanya Protokol Palermo ini 

adalah guna membenahi upaya perlindungan dan bantuan bagi para korban, serta agar mendorong 

setiap negara pihak untuk menentukan langkah-langkah legislatif maupun langkah lainnya yang 

dirasa perlu dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap terjadinya kejahatan perdagangan 

manusia, terutama bagi korban anak-anak dan perempuan.  

UN Protocol mendefinisikan trafficking sebagai bentuk pemindahan, perekrutan, 

pengangkutan, penampungan ataupun penerimaan orang yang disertai dengan ancaman berupa 

unsur kekerasan, penipuan, paksaan dan bentuk-bentuk semacamnya yang digunakan untuk 

mencapai persetujuan dari korban guna mencapai tujuan eksploitasi. Eksploitasi sendiri dapat 

meliputi eksploitasi dalam pelacuran seseorang atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, seperti 

pelayanan atau kerja paksa, perbudakan atau praktek-praktek serupa penghambaan, perbudakan 

atau pengambilan organ-organ. 

Permasalahan perdagangan manusia sangat erat kaitannya dengan human security pada 

suatu negara. Namun pada dasarnya tidak hanya menyangkut pada human security suatu negara 

saja melainkan juga dapat mengancam human security negara lain, sebab ruang lingkup praktik 

perdagangan manusia ini juga terjadi secara transnasional. Hal inilah yang dijadikan dasar dalam 

pembentukan Protokol Palermo, terlebih mengingat bahwasanya keamanan setiap pribadi manusia 

itu bersifat universal. Eksistensi Protokol Palermo sendiri ditujukan guna memberikan kesempatan 

kepada beberapa negara yang turut menjadi bagian dalam perjanjian ini untuk membentuk suatu 

pengaturan atas adanya berbagai masalah internasional yang terjadi, khususnya permasalah terkait 
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perdagangan manusia. Protokol ini juga memuat ‘prinsip-prinsip’ yang tegas bagi negara yang 

mempunyai persoalan perdagangan manusia sehingga prinsip tersebut dapat dijadikan dasar 

pembentukan kerangka hukum sebagai upaya memerangi praktik kejahatan perdagangan manusia.  

Selain adanya Protokol Palermo, secara umum terdapat beberapa instrumen internasional 

yang mengatur terkait dengan kejahatan perdagangan manusia ini, diantaranya adalah sebagai 

berikut.  

1) IDeklarasi IUniversal IHak IAsasi IManusia 

2) IKovenan IInternasional Itentang IHak ISipil dan IPolitik 

3) IKovenan IInternasional Itentang IHak IEkonomi, ISosial Idan IBudaya 

4) IKonvensi IHak IAnak Idan IProtokol IOpsional Iyang Irelevan 

5) IKonvensi IMengenai ILarangan Idan ITindakan ISegera Iuntuk IPenghapusan IForum 

ITerburuk IPekerja IAnak (ILO No. 182) 

6) IKonvensi IPenghapusan ISegala IBentuk IDiskriminasi Iterhadap IPerempuan 

7) IKonvensi ISAARC Itentang IPemberantasan IPerdagangan IPerempuan Idan IAnak Iuntuk 

IProstitusi 

Instrumen di atas merupakan instrumen yang dapat digunakan sebagai upaya 

pemberantasan perdagangan manusia dalam ruang lingkup internasional. Dimana setiap negara 

yang berpartisipasi di dalamnya menghendaki untuk menurunkan atau bahkan hingga dapat 

menghilangkan praktik perdagangan manusia baik di dalam maupun di luar negeri. Pada dasarnya 

dalam terjadinya praktik human trafficking terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya, faktor 

terbesar adalah kemiskinan yang mana tidak jarang anggota keluarga menjual anaknya sendiri 

kepada orang lain hanya demi mendapatkan uang untuk biaya hidup, dimana korban dari praktik 

perdagangan manusia ini didominasi oleh anak-anak dan perempuan. Selain itu, juga terdapat 

faktor lainnya yaitu masih adanya budaya patriarki yang mana budaya ini menganggap anak 

perempuan sebagai beban dan tidak berguna. Umumnya korban akan dijanjikan mendapat 

pekerjaan sebagai seorang asisten rumah tangga (ART), atau dengan janji-janji pekerjaan yang lain 

akan tetapi pada akhirnya para korban akan dijadikan budak komersial oleh orang lain.  

Fenomena perdagangan manusia (human trafficking) telah menjadi isu global. Hal tersebut 

dikarenakan praktik ini masih marak terjadi dan menurut data yang tercatat dari tahun ke tahun 

bukannya berkurang tapi justru semakin melonjak. Walaupun sudah ada penyelenggaraan upaya-

upaya pencegahan maupun pemberantasan namun upaya tersebut masih saja dirasa kurang 

maksimal dalam penerapan yang dilakukan oleh masing-masing negara di dunia ini. 

Sebab sampai saat ini kasus perdagangan manusia masih sering terjadi di berbagai negara 

di seluruh dunia. Umumnya, para korban dijual dan dipaksa menjadi pekerja seks atau buruh pabrik 

maupun perkebunan. Adapun beberapa contoh negara di dunia ini yang menjadi tempat kasus 

perdagangan manusia terjadi adalah negara India, China, Pakistan, Korea Utara, Nigeria, Iran dan 

Indonesia. 

Pengaturan lHukum lInternasional lmengenai lHuman lTrafficking 

Perdagangan manusia atau dalam bahasa internasional disebut Human Trafficking dikatakan 

sebagai tindak kejahatan internasional dengan melibatkan perampasan hak asasi manusia. Dalam 

perdagangan manusia pasti terjadi pelanggaran HAM, karena pada dasarnya tindak kejahatan 

tersebut merupakan perbuatan oleh oknum yang haus akan uang. Pelanggaran yang biasa terjadi 

seperti kerja paksa, eksploitasi, kekerasan, serta tindakan atau perlakuan semena-mena yang 
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diterima oleh korban. Korban juga tidak jarang mendapatkan upah yang kecil untuk melakukan 

suatu pekerjaan dan tidsak mendapatkan fasilitas yang memadai, baik itu berupa tempat tinggal 

ataupun makanan. Terdapat beberapa unsur dalam tindak kejahatan perdagangan manusia, seperti:  

a. Adanya pelaku, dapat dilakukan oleh kelompok yang terorganisis baik dari perorangan 

maupun penyelenggara negara. 

b. Modus yang dilakukan untuk keberhasilan tindak kejahatan dilakukan, dapat berbentuk 

ancaman, penculikan, penipuan, hingga pemberian janji manis. 

c. Adanya Action atau Tindakan, proses ini dapat dilakukan secara terorganisir ataupun spontan. 

d. Tujuan yang dimiliki oleh pelaku, sehingga melakukan tindak kejahatan tersebut. 

Tindak kejahatan perdagangan manusia sering menjadikan wanita serta anak-anak sebagai 

objek perdagangan. Hal tersebut terjadi karena jenis kelamin (gender) memiliki pengaruh yang 

besar terhadap permintaan. Wanita maupun anak-anak dianggap sebagai makhluk yang lemah 

sehingga mudah untuk diperdagangkan, selain itu juga adanya permintaan yang tinggi terhadap 

mereka. Wanita dan anak-anak akan dilakukan eskploitasi berupa pemaksaan bekerja untuk 

melakukan tindakan asusila seperti seks, pelacuran, prostitusi, ataupun perbudakan yang 

merupakan tindakan eksploitasi.  

Tetapi objek perdagangan manusia yang terjadi di dunia ini tidak hanya melibatkan wanita 

dan anak-anak melainkan laki-laki juga dapat menjadi korban. Mereka biasa akan diperjualkan 

sebagai buruh, pekerja konstruksi, pertambangan dengan upah minimum. Tidak jarang meraka juga 

diperlakukan seperti bukan manusia, menerima kekerasan dan tidak diberikan makan maupun 

tempat tinggal yang layak. Laki-laki juga diminati sebagai budak. Dengan perilaku yang diterima 

oleh korban maka perdagangan manusia harus segera diberikan solusi atau setidaknya peraturan 

yang mengatur hal tersebut. 

Melihat adanya masalah perdagangan manusia yang cukup tinggi alhasil Perserikatan 

Bangsa-Bangsa (PBB) melakukan perumusan sebuat protokol pada tahun 2000. Protokol tersebut 

disebut Protokol Palermo. Dalam pembukaan protokol tersebut tertera tujuan dibentuknya. 

Dicegah, ditindak, dan dihukum kegiatan perdagangan manusia merupakan maksud dibuatanya 

Protokol Palermo. Selain itu, dalam Pasal 2 dijelaskan juga mengenai perlindungan dan bantuan 

terhadap korban perdangan manusia tentu dengan memperhatikan Hak Asasi Manusia.  

Ruang lingkup dari Protokol Palermo ini sendiri terdapat dalam Pasal 4 Protokol Palermo. 

Cakupan berdasarkan pasal tersebut ialah korban yang mendapatkan perlindungan. Kelompok 

kriminal terorganisir yang melakukan kejahatan dalam konteks transnasional. Sehingga dilakukan 

pencegahan, penyidikan, dan penuntutan atas hal tersebut. Dalam Protokol Palemo yang dimaksud 

perbuatan kriminal tidak hanya tindak pidana yang disengaja, tetapi juga tindakan penyertaan, 

tindakan percobaan, dan tindakan untuk menyuruh orang lain melakukan tindak pidana. Klasifikasi 

tindakan kriminal tersebut tercantum dalam Pasal 5 Protokol Palermo. 

Dalam mewujudkan tujuannya. Protokol Palermo mengatur dengan jelas mengenai upaya 

pencegahan tindak kejahatan perdagangan manusia. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 10 

Protokol Palermo. Pada Pasal 10 ayat (1) berbicara mengenai setiap penegak hukum, imigrasi atau 

otoritas yang terkait lainnya untuk bekerja sama antara negara satu dan negara lainnya. Hal tersebut 

dilakukan sebagai pertukaran informasi agar dapat mengidentifikasi hal-hal seperti orang tersebut 

melintasi perbatasan negara tanpa adanya dokumen atau bahkan menggunakan dokumen orang 

lain, hal tersebut dapat dicurigai sebagai korban atau pelaku perdagangan manusia. Jenis-jenis 
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dokumen yang dibawa ataupun coba untuk dipergunakan melintasi perbatasan untuk tujuan 

perdagangan orang. Dan yang terakhir dapat digunakan untuk mengetahui cara atau metode yang 

dilakukan untuk perdagangan manusia, termasuk rute dan hubungan inividu dengan kelompok 

serta langkah-langkah untuk mendeteksi mereka. Pada Pasal 10 ayat (2) berbicara mengenai 

pelatihan yang harus diberikan kepada penegak hukum oleh negara. Adanya pelatihan tersebut 

dimaksudkan untuk dapat mencegah terjadinya perdagangan manusia, memberikan korban 

terhadap perdagangan dan menjaga hak-hak korban. Pelatihan yang diberikan juga harus 

mempertimbangkan kebutuhan dengan melihat konteks hak asasi manusia. 

Untuk meningkatkan kemampuan pencegahan dan pemerangan mengenai perdagangan 

manusia Protokol Palermo mengatur mengenai tindakan yang memiliki hubungan dengan 

perbatasan, legitimasi dan validitas dokumen, serta keamanan. Seperti yang tercantum dalam Pasal 

11 Protokol Palermo yang didalamnya berbicara mengenai pengawasan terhadap daerah 

perbatasan, pemeriksaan angkutan komersial karena dapat disalahgunakan sebagai alat transportasi 

kejahatan, pemeriksaan dokumen terhadap setiap individu di dalam kendaraan yang melintasi 

perbatasan. Dalam pasal tersebut juga dijelaskan mengenai kewenangan yang dimiliki negara untuk 

memberikan sanksi nasional apabila terdapat kejahatan yang dimaksudkan. 

Tidak hanya upaya pencegahan dan pemerangan saja, Protokol Palermo juga mengandung 

perlindungan serta bantuan terhadap korban perdagangan manusia. Hal tersebut tercantum dalam 

Pasal 6 Protokol Palermo. Perlindungan dan bantuan yang diberikan seperti perlindungan terhadap 

privasi identitas korban, mendapatkan pengadilan dan proses administrasi yang sesuai sehingga 

negara harus memiliki sistem hukum dan administrasi yang relevan, negara berkewajiban untuk 

menentukan proses pemulihan trauma korban baik secara prokologis, fisik, ataupun sosial korban. 

Negara berkewajiban untuk memfasilitasi kebutuhan korban guna pemulihan fisik dan psikologis, 

negara juga harus berusaha untuk memberikan keamanan fisik para korban selama berada di 

wilayah mereka. Kerugian yang diserita oleh korban merupakan tanggung jawab negara yang harus 

memiliki sistem hukum yang mengatur, sehingga korban dimungkinkan mendapatkan kompensasi. 

Selain pengaturan yang telah dijelaskan di atas. Setidaknya terdapat beberapa hukum yang 

mengatur mengenai hal dimana relevan dengan perdagangan manusia, antara lain: 

1) Pada tahun 1921 terdapat konvensi internasional mengenai penghapusan perdagangan 

terhadap budak kulit putih. (International lConvention lfor lThe lSuppression lof lWhite lSlave 

lTraffic) 

2) Pada tahun yang sama juga terdapat konvensi internasional mengenai penghapusan 

perdagangan terhadap wanita dan anak. (International lConvention lfor lthe lSuppression lof 

lTraffic lin lWomen land lChildren) 

3) Pada tahun 1933 terdapat konvensi internasional mengenai penghapusan perdagangan 

terhadap wanita dewasa. (International lConvention lfor lthe lSuppression lof lTraffic lin lWomen 

lof lFull lAge) 

4) Pada tahun 1979 terdapat konvensi mengenai dihapusnya dalam segala wujud diskriminasi 

kepada perempuan. (Convention lon lthe lElimination lof lAll lForm lof lDiscrimination lAgaints 

lWomen, lCEDAW) 

Dalam konvensi internasional yang telah disebutkan tersebut membebankan negara untuk 

memiliki peran aktif dalam penegakan hukum mengenai perdagangan manusia. Peran yang 
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dilakukan oleh negara dapat dalam bentuk pencegahan, perlindungan, maupun penindakan segala 

bentuk perdagangan manusia. 

Proses lPerumusan lKebijakan lPenanganan lHuman lTrafficking lInternasional ldi lIndonesia 

Tindak lpidana lperdagangan lmanusia ldapat ldimaknai lsebagai lsuatu lbentuk lmodern 

ldari lperbudakan lmanusia, lkejahatan llintas lnegara ldan lmerupakan lpelanggaran lberat 

lrerhadap lhak lasasi lmanusia. lKorban ldiperlakukan lseperti lbarang ldagangan lyang ldibeli, 

ldijual, ldipindahkan ldan ldijual lkembali, lserta lterdapat ltindakan lperampasan latas lhak-hak 

lyang lmereka lmiliki lselayaknya lhak lasasi lmanusia lpada lumumnya. lKeadaan lini lterjadi 

lkepada lmasyarakat ldengan ltingkat lekonomi lrendah, lsebab lkurangnya lpemahaman lagama 

latau lmoral lserta lketergantungan lpada lkelompok lmasyarakat lekonomi lyang ltinggi. L 

Perdagangan lmanusia lberkembang lsangat lcepat ldengan ladanya lkemajuan lteknologi 

lyang lmembantu lkomunikasi. lSalah lsatu lnegara lyang lmenjadi ltempat lterjadinya lkasus 

lperdangan lmanusia lini ladalah lIndonesia. l lIndonesia lmerupakan lsalah lsatu lnegara ldengan 

ljumlah lpenduduk ltinggi ldi ldunia lsehingga lsangat lbesar lkemungkinan ldan llebih lmudah 

lterjadi ltindak lpidana latau lkejahatan lperdagangan lmanusia litu lsendiri. L 

Di lIndonesia lsendiri lperaturan lterhadap lkorban lperdagangan lmanusia l(Human 

lTrafficking) ldipertegas ldengan ldiratifikasinya lConvention lOn lThe lElimination lOf lAll lForm lOf 

lDicrimination lAgaints lWomen, lCEDAW l(Konvensi lPenghapusan lSegala lBentuk lDiskriminasi 

lTerhadap lPerempuan) lTahun l1979, lyang ldiratifikasi ldengan lUndang-Undang lNo. l7 lTahun 

l1984 ltentang lPengesahan lCEDAW. lKemudian ldiperkuat llagi ldengan ldisahkanaya lUndang-

Undang lNo. l21 lTahun l2007 ltentang lPeberantasan lTindak lPidana lPerdagangan lOrang ldengan 

lmemperhatikan lProtocol lPalerno l(Protocol lTo lPrevent, lSuppress land lPunish lTrafficking lIn 

lPerson, lExpicialy lWomen lAnd lChildren, lSuplement lThe lUnited lNation lConvention lAgaintst 

lTransnational lOrganizatiom lCrime), l lprotokol ltentang lmencegah lmenindak ldan lmenghukum 

l(pelaku) lperdanganan lorang lkhusunya lperempuan ldan lanak, lserta lmelengkapi leksistensi 

lUnited lNation lConvention lAgaintst lTranational lOrganization lCrime lTahun l2000 ldan ldengan 

lmenjalankan lUndang-Undang lNo. l21 lTahun l2007 ltentang lPemberantuasan lTindak lPidana 

lPerdagangan lOrang. 

Perlindungan lhukum lterhadap lsaksi ldan lkorban ltindakan lperdangan lmanusia (Human 

lTrafficking) ldiatur ldan ltercantum ldalam lPasal l43 lsampai lPasal l55 lUndang-Undang lNo. l21 

lTahun l2007. l lPasal l43 lUndang-Undang lNo. l21 lTahun l2007 lmengatur lketentuan lmengenai 

lperlindungan lsaksi ldan lkorban ldalam ltindak lpidana lperdagangan lmanusia ldilaksanakan 

lberdasarkan lUndang-Undang lNo. l13 lTahun l2006 ltentang lPerlindungan lSaksi ldan lKorban. 

lItulah lpenjelasan lterkait ldengan lratifikasi lUndang-Undang lInternasional lke lUndang-Undang 

lNasional ltentang lperdagangan lmanusia latau lHuman lTrafficking. L 

Singkatnya, dapat dikatakan bahwa Indonesia sebagai negara peserta PBB telah meratifikasi 

CEDAW Tahun 1979 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 (Lembar Negara RI Tahun 1984 

Nomor 29). Selain pengaturan secara internasional tersebut, yang tidak kalah penring adalah 

pengaturan tentang perlindungan korban perdagangan manusia yang diatur dalam Protokol 

Polermo Tahun 2000. 

Di lIndonesia lsendiri lterdapat lUndang-Undang lyang lkhusus lmengatur lhuman 

ltrafficking lyang lsudah lterbentuk lyaitu lUndang-Undang lNomor l21 lTahun l2007 ltentang 

lPemberantasan lTindak lPidana lPerdagangan lOrang, lsehingga lperlindungan lhukum lterhadap 
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lkorban ltraficking lsecara lkhusus ldapat lterlindungi. lLahirnya lhukum lnasional ltersebut, 

lmenunjukan lPemerintah lIndonesia lmempunyai lsikap lyang ltegas luntuk lmemerangi ltindakan 

lperdagangan lmanusia ldengan lmenetapkan lberbagai lperaturan lperudang-undangan. lSelain 

lUndang-Undang lNomor l21 lTahun l2007, lterdapat lUndang-Undang lNomor l39 lTahun l1999 

ltentang lHak lAsasi lManusia, lUndang-Undang lNomor l23 lTahun l2002 ltentang lPerlindungan 

lAnak lsebagaimana ltelah ldilakukan lperubahan lmelalui lUndang-Undang lNomor l35 lTahun 

l2014. lKeseriusan lpemerintah ldalam lmemerangi lTindak lPidana lPerdagangan lOrang ldengan 

lmenyelidiki, lmenindak ldan lmenghukum lpelaku, lselain litu ljuga lmemberikan lperlindungan 

ldan lbantuan lkepada lkorban ldengan llahirnya lUndang-Undang lNomor l13 lTahun l2006 

ltentang lPerlindungan lSaksi ldan lKorban. L 

Adapun lBentuk-Bentuk latau lmodel lperlindungan lhukum lyang ldapat ldiberikan 

lkepada lkorban, lyaitu lsebagai lberikut: 

A. Pemberian lRestitusi ldan lKompensasi. 

B. Layanan lKonseling ldan lPelayanan/Bantuan lMedis. 

C. Bantuan lHukum. 

D. Pemberian lInformasi. 

Sistem lpemberian lRestitusi ldan lKompensasi lkepada lkorban ltindak lpidana lsendiri 

ldapat ldilakukan lsebagai lberikut: 

1. Ganti lRugi l(Damage) lyang lbersifat lkeperdataan ldiberikan lmelalui lproses lperdata, 

sistem lini lmemisahkan ltuntutan lganti lrugi lkorban ldari lproses lpidana. 

2. Kompensasi lyang lbersifat lkeperdataan ldiberikan lmelalui lproses lpidana. l 

3. Kompensasi lyang lbersifat lperdata ldan lbercampur ldengan lsifat lpidana ldiberikan 

melalui lproses lpidana. lWalaupun lrestitusi ldi lsini ltetap lbersifat lkeperdataan, ltidak 

diragukan lsifat lpidananya. lSalah lsatu lbentuk lrestitusi lmenurut lsistem lini ladalah 

denda lkompensasi. l lDenda ltersebut lmerupakan lkewajiban lyang ldikenakan lkepada 

terpidana lsebagai lbentuk lpemberian lganti lrugi lyang lseharusnya ldiberikan, ldalam 

nilai luang. 

4. Kompensasi lyang lbersifat lperdata, ldiberikan lmelalui lproses lpidana ldan ldidukung 

oleh lsumber-sumber lpenghasilan lnegara. lDi lsini lkompensasi ltidak lmempunyai laspek 

pidana lapapun, lwalaupun ldiberikan ldalam lproses lpidana. lJadi lkompensasi ltetap 

merupakan llembaga lkeperdataan lmurni, ltetapi lnegaralah lyang lmemenuhi latau 

menanggung lkewajiban lganti lrugi lyang ldibebankan lpengadilan lkepada lpelaku. lHal 

ini ljuga ldapat ldiartikan lsebagai lpengakuan lbahwa lnegara ltelah lgagal lmenjalankan 

tugasnya ldalam lmelindungi lkorban ldan lgagal lmencegah lterjadinya ltindak lpidana 

tersebut. l 

Hakim ldalam lmenjatuhkan lputusan latau lvonis latau lpelaku lperdangangan lorang 

ltidak ldidasarkan latas lpilihan lpemindahan lsebagai lpidana lbersyarat. lHal lini lsebagaimana 

ldiatur ldalam lUndang-Undang lhukum lacara lpidana lPasal l14 lhuruf lc ldi lmana lHakim lhanya 

lmenjatuhkan lputusan lganti lrugi lsecara lkhusus lbagi lpelaku lterpidana luntuk l“mengganti 

lkerugian” l(semua/sebagian) lyang lditimbulkan ldari ltindak lpidana. 

Perlindungan lhukum lpada lrehabilitasi lterhadap lkorban, ldapat ldilakukan lbaik lsecara 

lmedis, lpsikologis ldan lsosial, lpemulangan lserta lintegrasi lyang lwajib ldilakukan loleh lnegara, 

lkhususnya lbagi lkorban lyang lmengalami lpenderitaan lfisik, lpsikis, ldan lsosial lakibat ltindak 
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lpidana lperdagangan lorang. lMengingat lsangat lbahayanya ltindak lpidana lperdagangan 

lmanusia lmaka lpemerintah lIndonesia lmempunyai ltanggung ljawab luntuk lmencegah ldan 

lmenanggulangi lperdanganan lmanusia ldengan lmenjerat lpelakunya ldemi lterlindunginya lpara 

lkorban. 

Perlindungan lterhadap lKorban lHuman lTrafficking ldi lIndonesia 

Human ltrafficking lsudah lsering lterjadi ldi lberbagai lnegara. lKasus lperdagangan 

lmanusia lyang lmenjadi lancaman lbagi lmasyarakat linternasional lini, lsedang lberlangsung ldan 

lbelum lterselesaikan. lDi lIndonesia, lperistiwa litu lsudah lberlangsung lcukup llama ldan lnegara 

lini lmendapat lsorotan linternasional. lMenurut lsurvei lyang ldirilis lsetiap ltahun loleh 

lDepartemen lLuar lNegeri lAS, lIndonesia lgagal lmemenuhi lstandar lminimum luntuk 

lmemerangi lperdagangan lmanusia, lsehingga lIndonesia ltetap lberada ldi lTingkat lII. lPosisi litu 

lsudah lada lsejak l2010, lnamun lpemerintah lmengambil llangkah lpenting lsetiap ltahun. 

lPerdagangan lmanusia ladalah lpelanggaran lhak lasasi lmanusia lyang lserius lyang lmembatasi 

lkebebasan lindividu. lHampir lsetiap lnegara lmemiliki lcatatan lperdagangan lmanusia ldan 

lupaya luntuk lmengatasi lmasalah lini lharus ldilanjutkan. l 

Korban lperdagangan lmanusia ldapat lmengalami ltrauma lberat, lbahkan lmereka lyang 

lmenjadi lpekerja lseks lseringkali lterjangkit lpenyakit lseperti lHIV AIDS. lHal lini lmembuktikan 

lbahwa lpermasalahan lini lmenimbulkan lkerugian lyang lbesar lbaik lyang lberwujud lmaupun 

ltidak lberwujud. lPemerintah lsemua lbangsa ladalah llembaga lyang lbertugas lmelindungi ldan 

lmenegakkan lhak lasasi lsemua lwarga lnegara lsebagaimana ldiatur ldalam Deklarasi lUniversal 

lHak lAsasi lManusia. lHambatan ldalam lmemerangi lperdagangan lmanusia lmuncul ldari lsudut 

lpandang lpemerintah, ltetapi lpenegakan lhukum lmasih llemah ldan lkurangnya lkesadaran 

lpublik ldan lperaturan ltentang linsiden ltersebut. lPolisi lbahkan ldilaporkan lterlibat ldalam 

lbeberapa lkasus lperdagangan lmanusia. lUntuk lmengatasi lmasalah lini, lIndonesia ltelah 

lmembuat lkerangka lhukum luntuk lmenjatuhkan lsanksi lkepada lmereka lyang lmelakukan 

lkejahatan ltersebut. lKerangka lhukum ltersebut ladalah lUndang-Undang lNomor l21 lTahun l2007 

ltentang lPenghapusan lTindak lPidana lPerdagangan lOrang l(UU lPTPPO). Pengesahan lUU 

lPTPPO ldi lIndonesia lmerupakan lbagian ldari lkeinginan lmasyarakat ldan lpemerintah luntuk 

lmengurangi lpelanggaran lhak lasasi lmanusia, lkhususnya lperdagangan lmanusia ldimana 

lkorbannya ldipaksa lmelakukan leksploitasi lseksual ldan lkerja lpaksa. l 

Sementara litu, limplementasi lProtokol lPalermo ltelah lmempercepat lupaya lpengaturan 

lpenghapusan ldan lpencegahan lperdagangan lmanusia ldi ldunia linternasional. lPerdagangan 

lorang lsebagai lkejahatan lhak lasasi lmanusia ldapat ldiminimalisir ldengan lmelakukan lsosialisasi 

ldan lpeningkatan lkapasitas lantar laparat lpenegak lhukum ldan lsatuan lkerja lperangkat lsebagai 

limplementasi ldari lUU lPTPPO ldan lperaturan ldaerah lterkait lperdagangan lorang. 

lMenyelaraskan lUU lTPPPO ldan lperaturan ldaerah lterkait ldengan lsemua lkebijakan, lperaturan 

lperundang-undangan lyang lada ldan lyang lakan ldatang lakan ldijadikan lsebagai lpayung 

lhukum ldalam lpemberantasan ltindak lpidana lperdagangan lorang. lDengan lcara lmeningkatan 

lpengawasan ldan lpenutupan ltempat lpenampungan lPelaksana lPenempatan lTKI lSwasta 

l(PPTKIS) lyang lmelakukan lpenipuan ldan lmembatasi lpergerakan lcalon lpekerja lmigran. 

lPemberian lperlindungan lhukum lterhadap lkorban ltindak lpidana lperdagangan lorang, 

lkhususnya lmasalah lganti lrugi, lhal lini ldiatur ldalam lPasal l48 lsampai ldengan lPasal l50 

lUndang-Undang lNo. l2001 lTahun l2007, ljuga ldiatur ldalam lPasal l35 lUndang-Undang lNomor 
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l26 lTahun l2000 ltentang lPengadilan lHak lAsasi lManusia lyang lmengatur ltentang lperlindungan 

lhak lasasi lkesejahteraan lmanusianya. l 

Pada lintinya, lseperti lyang ldiketahui lbahwa lhak lasasi lmanusia ladalah lseperangkat 

lhak lyang lmelekat lpada lhakikat ldan lkeberadaan lmanusia lsebagai lTuhan lYang lMaha lEsa, 

lsuatu lanugerah lyang lharus ldihormati, ldidukung, ldan ldilindungi loleh lNegara. lHal ltersebut 

lperlu luntuk ldilakukan ldemi lperlindungan lhukum, lpemerintahan, ldan lsegala lkehormatan 

ldan lmartabat lmanusia. lTerkait ldengan lperlindungan lhukum lhak lasasi lmanusia lini ljuga 

lmenekankan lbahwa lsetiap lorang ldilahirkan lbebas ldengan lmartabat lyang lsama ldan lsetara 

ldan lberhak latas lperlindungan lhak lasasi lmanusia ldan lkebebasan ldasar ltanpa ldiskriminasi. 

lPerlindungan lhukum llebih llanjut ladalah lmedis, lpsikologis, lsosial, lrepatriasi ldan lintegrasi 

lkorban, lterutama lbagi lkorban lyang lmengalami lpenderitaan lfisik, lpsikologis ldan lsosial lakibat 

lkejahatan lperdagangan lmanusia, lharus ldilaksanakan loleh lnegara. lJadi ldiharapkan lbahwa 

lnegara lmelalui laparat lpenegak lhukum ldapat lmenjalankan ltugasnya ldalam lmelindungi 

lkorban lperdagangan lmanusia ldan lmencegah lagar ltindak lpidana ltersebut ltidak lterjadi. 

5. KESIMPULAN 

Dengan ldemikian, ldari lpenjelasan ldi latas lmaka ldapat ldisimpulkan lbahwa ltindak 

lpidana lperdagangan lorang lbukan lsebagai lkejahatan lbiaa lmelainkan lkejahatan lyang lluar 

lbiasa lsehingga ldalam lrangka lpenegakan lhukumnya ldiperkukan lkerangka lhukum 

linternasional lyang lmelarang lkeras lsebagaimana ldiatur ldalam lketentuan lArticle l4 lUniversal 

lDeclaration lof lHuman lRights ldisebutkan lbahwa l“no lshall lbe lheld lin lslavery lor lservitude: lslave 

ltrade lshall lbe lprohibited lin lall ltheir lforms”. lKetentuan ltersebut lmengatur lmengenai ladanya 

llarangan lperdagangan lorang lyang lsering lterjadi lterhadap ltenaga lkerja lindonesia ldalam 

lPadahal lsehingga ladanya lpelaku ltindak lpidana lperdagangan lorang ldalam lprakteknya 

lmelakukan lancaman latau lpenggunaan lkekerasan latau lbentuk-bentuk lpaksaan llain, 

lpenculikan, ltipu ldaya, lpenipuan, lpenyalahgunaan lkekuasaan latau lkedudukan lrentan latau 

lpemberian latau lpenerimaan lpembayaran latau lkeuntungan luntuk lmemperoleh lpersetujuan 

ldari lorang-orang lsudah lmerupakan lsebuah lbentuk lperdagangan lorang. 

Terdapat lbanyak lpengaturan lhukum linternasional lmengenai lhuman ltrafficking lini, 

lterutama ldari lsegi lpelanggaran lHAM. lBeberapa lpengaturan ltersebut ladalah lProtokol 

lPalermo ldan lCEDAW. lIndonesia l l lsebagai l l lnegara l l lpeserta l l lPBB l l ltelah l l lmeratifikasi 

lConvention lon lthe lElimination lof lAll lForm lof lDiscrimination lAgaints lWomen, lCEDAW l(Konvensi 

lPenghapusan lSegala lBentuk lDiskriminasi lTerhadap lPerempuan) lTahun l1979 ldengan 

lUndang-Undang lNomor l7 lTahun l1984 l(Lembar lNegara lRI lTahun l1984 lNomor l29). lSelain l 

lpengaturan l lsecara l linternasional l lberbentuk l lkonvensi l ltersebut l ltidak l lkalah l lpenting l 

ladalah l lpengaturan l ltentang l lperlindungan l lkorban l lperdgangan l lmanusia lyang ldi latur 

ldalam lProtokol lPalermo l(Protocol to Prevent, Suppress and Punish Traffikking lin Person, Especially 

Women and Children, Supplement the United Nation Convention Againtst Transnational Organization 

Crime, atau Protokol tentang Mencegah, Menindak dan Menghukum (Pelaku) Perdagangan Orang 

Khususnya Perempuan dan Anak melengkapi eksistensi United Nation Convention Againtst 

Transnational Organization Crime) Tahun 2000. 

Di lIndonesia lsendiri lterdapat lUndang-Undang lyang lkhusus lmengatur lhuman 

ltrafficking lyang lsudah lterbentuk lyaitu lUndang-Undang lNomor l21 lTahun l2007 ltentang 

lPemberantasan lTindak lPidana lPerdagangan lOrang, lsehingga lperlindungan lhukum lterhadap 
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lkorban ltraficking lsecara lkhusus ldapat lterlindungi. lLahirnya lhukum lnasional ltersebut, 

lmenunjukan lPemerintah lIndonesia lmempunyai lsikap lyang ltegas luntuk lmemerangi ltindakan 

lperdagangan lmanusia ldengan lmenetapkan lberbagai lperaturan lperudang-undangan. lSelain 

lUndang-Undang lNomor l21 lTahun l2007, lterdapat lUndang-Undang lNomor l39 lTahun l1999 

ltentang lHak lAsasi lManusia, lUndang-Undang lNomor l23 lTahun l2002 ltentang lPerlindungan 

lAnak lsebagaimana ltelah ldilakukan lperubahan lmelalui lUndang-Undang lNomor l35 lTahun 

l2014. lKeseriusan lpemerintah ldalam lmemerangi lTindak lPidana lPerdagangan lOrang ldengan 

lmenyelidiki, lmenindak ldan lmenghukum lpelaku, lselain litu ljuga lmemberikan lperlindungan 

ldan lbantuan lkepada lkorban ldengan llahirnya lUndang-Undang lNomor l13 lTahun l2006 

ltentang lPerlindungan lSaksi ldan lKorban. 

Dengan ladanya lsemua lpengaturan lyang ltelah lada, lpada ldasarnya ltujuan lyang lingin 

ldicapai ladalah lmengurangi langka lterjadinya lkasus lperdagangan lmanusia, ltidak lhanya ldi 

lIndonesia lsaja lmelainkan ldi lseluruh lnegara lyang lada ldi ldunia, lterlebih-lebih ljika ldapat 

lmenghapuskan lkasus lperdangan lmanusia lini lsendiri. lSebab lseperti lyang ldiketahui lbahwa 

lhak lasasi lmanusia ladalah lseperangkat lhak lyang lmelekat lpada lhakikat ldan lkeberadaan 

lmanusia lsebagai lTuhan lYang lMaha lEsa, lsuatu lanugerah lyang lharus ldihormati, ldidukung, 

ldan ldilindungi loleh lNegara. lHal ltersebut lperlu luntuk ldilakukan ldemi lperlindungan lhukum, 

lpemerintahan, ldan lsegala lkehormatan ldan lmartabat lmanusia. lTerkait ldengan lperlindungan 

lhukum lhak lasasi lmanusia lini ljuga lmenekankan lbahwa lsetiap lorang ldilahirkan lbebas 

ldengan lmartabat lyang lsama ldan lsetara ldan lberhak latas lperlindungan lhak lasasi lmanusia 

ldan lkebebasan ldasar ltanpa ldiskriminasi. lPerlindungan lhukum llebih llanjut ladalah lmedis, 

lpsikologis, lsosial, lrepatriasi ldan lintegrasi lkorban, lterutama lbagi lkorban lyang lmengalami 

lpenderitaan lfisik, lpsikologis ldan lsosial lakibat lkejahatan lperdagangan lmanusia, lharus 

ldilaksanakan loleh lnegara. lJadi ldiharapkan lbahwa lsetiap lnegara lmelalui laparat lpenegak 

lhukum ldapat lmenjalankan ltugasnya ldalam lmelindungi lkorban lperdagangan lmanusia ldan 

lmencegah lagar ltindak lpidana ltersebut ltidak lterjadi. 

Banyaknya lpengaturan ldalam lrangka lupaya lmemerangi ltindak lpidana lperdagangan 

lmanusia, lbaik lpengaturan lInternasional lmaupun lNasional lini lmenunjukkan lbahwa lbanyak 

laspek lyang ldirugikan ldengan lterjadinya ltindakan ltersebut, lterutama ldari lsegi lperlindungan 

lhak lasasi lmanusia lpara lkorban. lSelain litu, lpada ldasarnya lsalah lsatu lsumber lhukum 

linternasional ladalah lperjanjian linternasional. lPerjanjian linternasional lini ldapat lberupa 

ldeklarasi, lkonvensi, ltraktat, ldll. lHal lini lselaras ldengan lpembahasan ldalam lpaper lini lterkait 

ldengan ladanya lpelanggaran lHAM ldalam lhuman ltrafficking ldari lperspektif lhukum 

linternasional, ldimana lsebagian lbesar lsumber lhukum latau lsumber lpengaturan lInternasional 

lyang ldigunakan ladalah lperjanjian linternasional. 

Saran ldalam ltulisan lini lyakni ldiperlukan lpenegakan lhukum ldalam lrangka 

lpemberantasan ltindak lpidana lperdagangan lorang lyang lmasuk ldalam lkejahatan linternasional. 

lDiperlukan lpemenuhan lHukum lHak lAsasi lManusia lyakni lwajib lmemberikan lsanksi lyang 

ltepat lbagi lpelaku ltindak lpidana lperdagangan lorang. lSelain litu, ljuga ldiperlukan ladanya 

lbentuk lperlindungan lhukum ldan ltanggung ljawab lnegara. lBerkaitan ldengan lhal ltersebut, 

lselama lini lterdapat lperbedaan ldalam lmemberikan lsanksi lterhadap ltindak lpidana lyang 

lberpotensi lmembahayakan lhak-hak ldasar lpara ltenaga lkerja lilegal lyang lsering lmenjadi 

lkorban lperdagangan lmanusia. lPerbedaan lpandangan ltersebut ldisebabkan loleh lketiadaan 
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lruang llingkup lperaturan lyang lsecara lrinci lmenjelaskan lperihal ltersebut. lMaka ldari litu, 

ldiharapkan lbahwa lsetiap lnagara ldi ldunia lagar ldapat luntuk lmewujudkan lkepastian lhukum 

ldalam lmengatur lkebijakan lyang lberkaitan ldengan lpenerapan lperaturan lyang lberkaitan 

ldengan ltindak lpidana lperdagangan lmanusia (human ltrafficking). 
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